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BUPATI BATANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI BATANG 

NOMOR 4 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

PERANGKAT DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BATANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang 
profesional, akuntabel, transparan, dan informatif, maka 
setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang 
sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 

  b.  bahwa masih ada Perangkat desa yang pendidikannya tidak 
sesuai persyaratan minimal pendidikan sehingga diperlukan 
penyesuaian guna meningkatkan kapasitas Aparatur 
Perangkat Desa, maka diperlukan pengaturan tentang 
perpanjangan waktu penyetaraan; 

  c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 
hukum bagi para perangkat desa yang masih menyelesaikan 
pendidikan, maka diperlukan penyesuaian terhadap 
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 
Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Nomor 9 Tahun2016 tentang Tata Cara Pengangkatan 
dan Pemberhentian Perangkat Desa; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7); 

7. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Batang Tahun 2020 Nomor 21); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA 
CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT 
DESA. 

 
 



3 

Pasal I 
 

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 
Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati: 

a. Nomor 59 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 
Nomor 59); 

b. Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 
Nomor 21); 

diubah sebagai berikut: 
 
Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 35 

(1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa 
dilakukan dengan mendahulukan pendekatan penataan dan/atau 
pengisian dari perangkat desa yang sudah ada. 

(3) Dalam hal jumlah Perangkat Desa tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil 
telah sama dan/atau melebihi jumlah formasi jabatan dalam susunan 
organisasi dan tata kerja, maka penataan formasi jabatan hanya diikuti 
oleh Perangkat Desa yang ada.  

(4) Dalam hal jumlah Kepala Dusun melebihi ketentuan maksimal dalam 
Peraturan Bupati, Kepala Desa melakukan penyesuaian secara bertahap. 

(5) Perangkat Desa yang belum memenuhi syarat pendidikan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus menyesuaikan paling lambat 
3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 
 
 

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 27 Januari 2022 
 
BUPATI BATANG, 

 
ttd 

 
WIHAJI 

 
Diundangkan di Batang  
pada tanggal  27 Desember 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 
 
 ttd 
 

LANI DWI REJEKI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 4 

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina

NIP. 19690207 199303 2 008


